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BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap

merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang

berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang

mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;

b. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan

mendasarkan nilai-nilai filosofis pancasila serta tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan tunjangan

perumahan);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17

ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap,

menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat

menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang

bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan, dan

besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan

dan Anggota DPRD Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);



10.

} L

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Seri D Nomor

7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 140);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Bupati adalah Bupati Cilacap.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Memberikan tunjangan perumahan berupa uang kepada

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cilacap yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. tunjangan perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta

rupiah) per bulan,

b. tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

per orang per bulan, dan

c. tunjangan perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta

rupiah) per orang per bulan.

(2)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan terhitung mulai bulan Januari 2023.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tunjangan Perumahan

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 28 FEB 2M3

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 28 FEB 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR ?


